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Mengingat 

. 2. 

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 t.entang 

Pembcntukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten 

Simeu\uc (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1999 Nomor 176 Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3897); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentan.g 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang 

Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 62, Ta.mbahan Lembaran 

Negara Nomor 4633); 

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5495); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 4355) sebagairoaoa telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua ata..s Undang­

Undang Noroor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pe1aksanaao Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran ~ega:ra 

Republik Indonesia Nomor 5539), Sf;>OOgaimana tclah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 7 Tahun 

2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5717); 

8. ~raturan ..... 

Dlplndaldang,anC&mScame< 
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8. Peraturan Pemerintnh Nomor 60 Tahun 2014 tcnt.ang 

Dana Desa Yfmg Bersumber dari Anggarun Pendapatan 

dan Belanja Negam (Lernbamn Nego.ru Rcpublik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864}; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42); 

10. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang 

Rincian Anggaran Pendapatan clan Belanja Negara 

Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 266); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 

Daerah; 

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 

tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nornor 

1035); 

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07 /2020 

tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomoir 1641); 

15. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 21 Tahun 2013 

tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sirneulue 

Tahun 2013 Nomor 21); 

16. Qanun Kabupaten Simeulue Nornor 1 Tahun 2021 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten 

Tahun Anggaran 2021 (Lernbaran Daerah Kabupaten 

Simeulue Tahun 2021 Nomor 67). 

Memutuskan ... 

Dipindai dengonc..mscaone,-
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MEMUTl 1!1KAN : 

PEl{ATUIMN BlJl'ATI TENTANO TATA CA~A 

PENOAI.Of<A:HAN DAN l'l~Nf.TAl'A N HIN ' fAN Af,OKA8J 

DANA DE:-JA SI'. fAP fJ EHA IMLAM KAJJUPAn:" m f EULUE 

TAII UN ANOOARAN 2021. 

RAU I 

l<IITENTUAN UMUM 

PasaJ J 

Dnlum Peraturan Bupali ini yang dimaksud deng-an : 

I . Kabupaten adalah Kabupaten SimeuJue. 

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten 

SimeuJue. 

3. Bupati adalah Bupati SimeuJue. 

4. Camat adalah pimpinan atau koorclinator 

penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja 

kecamatan yang dalam pelaksanaan tugas memperoleh 

pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati 

untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan 

penyelenggaraan tugas umum pemerintahan. 

5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut 

dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah 

kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas 

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 

urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat 

berdasarkan prakarsa masyara.kat, hale asal usuJ , 

dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati 

dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

6. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD 

adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten 

dalam AnggMan Pendapatan dan Belanja Kabupaten 

setelah dilrurangi Dana Alokasi Khusus dan digunakan 

untuk membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan, 

Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan 

dan Pemberdayaan Masyarakat. 

7. Pemerintah ... 

Oipindaldenga,,CamSc-



7. I ·mcrintnh Dcsn ndnlnh Krpaln Ocsn otuu 1111r, ci t but 

ct ll(tnn nnmn lnltt cllhnntu l><'flll1Hknl l>c II hogni umn1r 

\'K'" cknv~nm Pcm<'t\n\nh,m tlc I\ , 

8 . l<rpnla Or~n ndolnh Krpnln Uc~o rl11lnrn KahupAtcn 

SinH·uluc. 

t Pcmcrinlnhnn dcsn ndnlnh pcnyclcnggornen uniso n 

pcmcrintnhnn ol h pcmcrlnloh rlcso dnn Uodon 

Pcrmusynwnrntnn Dcsn (HPD) clnlom mengntur don 

mcngurus kcpcntingnn mnsynrokot sctcmpat yang dinkui 

dnn dihonnnti dulnm sistcm Negara Kcsotuon Rcpublik 

Indoncsin . 

10. Jumlah Desa adalah jumlah Deso yang ditetopkan oleh 

Kementerian Dalam Negeri. 

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang 

selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana 

keuangan tahunan Pemerintahan Desa. 

12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa 

yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu 

berupa uang dan barang yang berhubungan dengan 

pelaksanaan hak dan kewajiban desa. 

13. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat 

RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang 

Negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku 

Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh 

penerimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran 

Negara pada bank sentral. 

14. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat 

RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang 

daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung 

seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh 

pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan. 

15. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD 

adalah rekening tempat penyimpanan uang pemerintah 

desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan 

untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank 

yang ditetapkan. 

16. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU 

adalah sejumlah dana yang harus dialokasikan oleh 

pemerintah pusat kepada setiap daerah. 

17. Dana ... 

Dipindai c1e,_, camsc.,._ 



17. D11nn Bn~i 1111. ii . 1111n 1td11 11 j11t11 11 cl h111Jcnt l>JIII ru lnlnh 

11111111 111111 h , , umhn dntl pr r11l111 11 ln11 /\PIJN flllg 

,Hl\\okl\f\\k1m k<'pm\l\ tll\<'lllh \)('nl11 Hrk11n 11g,ka 

Irr. rnlnsr lrrtr11111. 

IJAfl II 

PENJ,;TAPAN HINCIAN ALOKMH DANA u~:sA (ADD) 

l'm111I 2 

,luml11h Anggnrnn Aloknsi Ounn Dcsa (ADD) dalam 

Anggumn Pemerintah Kabupatcn Simculue Tahun 

Anggaran 2021 sebesar 10% (sepuluh per seratu ) dari 

jumlah total dana perimbangan yang diterima dalam 

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah setelah 

dikurangi Dana Alokasi Khusus sebesar Rp. 

44.144.156.300 (Empat puluh empat milyar seratus 

empat puluh empat ju.ta seratus lima puluh enam ribu 

tiga ratus rupiah), rincian ADD setiap Desa di 

Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2021, 

dialokasikan secara merata dan berkeadilan 

berdasarkan: 

a. Alokasi Dasar; dan 

b. Alokasi Formula. 

Pasal 3 

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 huruf a, sebesar Rp. 43.248.240.240 (Empat 

puluh tiga milyar dua ratus empat puluh delapan juta 

dua ratus empat puluh ribu dua ratus empat puluh 

rupiah), dihitung berdasarkan jumlah aparatur dan 

perangkat desa dalam wilayah kabupaten Simeulue. 

Pasal .... 

Oiplndalderv,r,CMnScanner 
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1'11R11I 4 

(1) Alnkmd Formula a boRnimnnu dimuksucl dolnm Pa al 

2 huruf h, scbc,mr Rp. 895,916.060.• (Dclapan ratu 

sernbilan puluh lirna juta sembilan ratus enam betas 

ribu enam puluh rupiah), dihitung bcrdasorkan data 

Jumlah Pcnduduk, Jumlnh Penduduk Miskin, Luas 

Wilayah, don lndeks Kcsulit.an Geogralis yang 

bersumber dari kementcrian yang berwcnang 

dan/atau lembaga yang mcnyelcnggarakan urusan 

pemcrintahan di bidang statistik, dengan rincian 

sebagai berikut : 

a. 10% (sepuluh per seratus) untuk jumlah penduduk 
desa; 

b. 40% (lima puluh per seratus) untuk jumlah 
penduduk miskin desa; 

c. 20% (lima belas per seratus) untuk jumlah luas 
wilayah desa; dan 

d. 30% (dua puluh lima per seratus) untuk indeks 
kesulitan geografis desa. 

Pasal 5 

Penghitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana 

dimaksud pada Pasal 4 dilakukan dengan menggunakan 

formula sebagai berikut: 

AF Desa = {(0,10 * Zl) + (0,40 * Z2} + (0,20 * Z3) + (0,30 * 

Z4)} * AF Kab 

Keterangan: 

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa 

Zl = rasio jumlah penduduk setiap Desa 

terhadap total penduduk Desa kabupaten. 

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa 

terhadap total penduduk miskin Desa 

kabupaten. 

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap 

total luas wilayah Desa kabupaten. 

Z4 = rasio 1KG setiap Desa terhadap 1KG Desa 

kabupaten. 

AF Kab = Alokasi Formula kabupaten. 

Pasal .... 

Oiplndal derv,r, CMnScanner 
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lrnlcl<H I( 11111111111 OcoKmnH Dr. 1111 h11wd111111111 dll1111k 111d 

<111)11111 Pm111I 4 h11rur d, cllrUIHIIII d1111 dll ct11pk1111 111 ·1·1 fltrp11II 

bcrdmmrlrnn dnln dorl l{cm 111 • y1111K licrw 111111r, 

dn11/111nu lcmlJ11gn ynttf( 111c11yclc11uw1mku11 11r11111111 

pcmerintnh di hiclu11g RtutlRtlk. 

Pmml 7 

Penetnpan Rinciun ADD untuk sctiup Deso ell Kubuputcn 

Tahun Anggaran 2021 scbagaimann tcrcantum dalom 

Lampiran I yang mcrupakan bagian ynng titlak terpisahkan 

dari Peraturan Bupati ini. 

BAB III 

PENYALURAN ALOKASI DANA DESA (ADD) 

Pasal 8 

(1) Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan 

dari RKUD ke RKD. 

(2) Pemindahbukuan dari RKUD ke Rekening Kas Desa 

(RKD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

dilaksanakan per triwulan sesuai dengan penerimaan 

Kas Daerah setelah persyaratan penyaluran telah 

dipenuhi. 

(3) Penyaluran ADD dari RKUD ke RKD triwulan I 

dilaksanakan setelah Bupati menerima: 

a. Qanun Desa mengenai APBDesa; dan 

b. laporan realisasi penyerapan ADD Tahun Anggaran 

sebelumnya dari Kepala Desa. 

(4) Penyaluran ADD dari RKUD ke RKD Triwulan II, 

dilaksanakan setelah Bupati menerima Qanun Desa 

tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi 

APBDesa tahun anggaran sebelumnya dan laporan 

realisasi triwulan I. 

(5) Penyaluran ADD dari RKUD ke RKD Triwulan III dan 

Triwulan IV dilaksanakan setelah Bupati menerima 

laporan realisasi penyerapan ADD triwulan sebelumnya 

pada tahun berjalan dari Kepala Desa. 

BAB ... 

Oiplndal derv,r, CMnScanner 
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IIAIIIV 

l'l·.NO<I\JNAAN ,\l,Ol<,\111 l>ANA l> U IA (ADI>) 

1'11 ,I 1J 

(I) Al>l> cl~ \1t1t1knt1 1111111k 111 11111111 11 11 tl I II ~ IJffllltl 

m r r nt11h11t1 I> 11, I' Ink 111101111 I' 111h1111p,111wn D -i , 

mh 11,, ,111 t< 111 n ,11 ,11<nt1111 I) 11, I' mt rd n onn 

Mn 11111knt ll II cl1111 I' 11n11J~11 l11J1~1111 hrn n , 

k 111111111 cl111u111t P,, 11w111lr 1111k Dr n . 

(1) I' 11 .m1111111 111 ,\1)1) 111 IIHll fll krp111l11 J~l'.IMf)r I rl n 

HKPI> • II. 

1'11 111 10 

(1) Pclaksanaan kegioton yang dibioyal dari ADD 

berpedoman pada pedoman tcknis yang ditcta pknn oleh 

Bupati mcngcnai kcgjatan yang dibiayai dari ADD. 

(2) Setiap pengeluaran belanja alas beban APBOcsa harm, 

didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. 

(3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) waj ib 

terlebih dahulu diverifikasi oleh Sekretaris Desa melalui 

Kepala Seksi sesuai bidangnya alas kebenaran materia l 

yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud. 

(4) Pengeluaran Kas Desa yang mengakibatkan beban 

APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan 

APBOesa ditetapkan menjadi Qanun Desa tentang 

APBDesa. 

(5) Kepala Urusan Keuangan dalam melaksanakan fungsi 

kebendaharaa.n, wajib pungut Pajak PenghasiJan (PPh) 

dan pajak lainnya wajib menyetor seluruh penerimaan 

potongan pajak yang dipungutnya ke Rekening Kas 

Negara dan Rekening Kas Daerah sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. 

Pasal 11 

(1) Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan ADD. 

(2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan 

atas penggunaan ADD. 

(3) Tata .... 

Dlpindal dengan camScanner 
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P) Tntn mm J><'llllnmph1~,111 !'I hflf{llirt1n110 rlimnk ml poda 

1\ nt ( ) clilnkMtrnknnn 111r!lluol ,lr11v,:m J domon ung 

,-thctl\\)Kl\t\ old, Mcntrd TdmlR tc,kRlt . 

B/\lJ V 

PELAPOJ{AN ALOKASI DANA OE~M fAUD) 

(I) J\e1>Aln DcM men nmpniknn lnporan kcpuda l:Jupatl c.q . 

Bncinn l'cng lolunn Kcuonv,nn Docroh Kebupal n, 

l>crnpa; 

n. Qonun Deso lenlang Loporan Perlanggungjawaban 

Realisasi APBDesa lahun anggaran scbelumnya . 

b. Laporan Realisasi Penyerapan don Capaian Output 

ADD. 

(2) Qanun Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban 

Realisasi APBDesa tahun anggaran sebelumnya 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, 

disampaikan paling lambat akhir bulan Maret tahun 

berikutnya. 

(3) Laporan Realisasi Penyerapan dan capaian output ADD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan 

dengan ketentuan: 

a. Laporan Realisasi penyerapan dan capaian output 

ADD Triwulan I, II dan III disampaikan paling lambat 

rn.inggu pertama triwulan berikutnya; dan 

b. Laporan Realisasi Penyerapan dan capaian output 

ADD triwulan IV disampaikan paling lambat minggu 

kedua bulan Januari Tahun Anggaran berikutnya. 

BAB VI 

SANKSI 

Pasal 13 

(1) Bupati menunda penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD), 

dalam hal: 

a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), ayat (2) dan ayat 

(3); 

b. Terdapat .... 

DiplndaidenganCamSc~ 
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b. 1\'rrl 11 ,t !Iii ADD scba im n dimak ud d am 

I tl . ti I, . II (II humr b. 

(J) D 1\ m h 11 is.a ADD di Rekcning Ka D Tahun 

An~nmn sebelumn •a lebih besar da.ri jumlah ADD y n 

akan disalurkan pada triwulan II , penyaluran ADD 

triwulan II tidak dilakuk:an. 

(4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juli 

tahun anggaran berjalan sisa ADD di Rekening Kas Dcsa 

tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 3 

(tiga puluh persen), penyaluran ADD yang ditunda 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat 

disalurkan dan menjadi sisa ADD di RKUD. 

(5) ADD yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun 

anggaran berikutnya. 

(6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

c disampaikan oleh Aparat Pengawas Fungsional Daerah 

dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi 

penyimpangan penyaluran dan/atau Penggunaan ADD. 

(7) Dalam hal Desa tidak mengajukan ADD Triwulan n 
sampai dengan akhir bulan Juli, maka akan menjadi 

SILPA di RKUD. 

(8) Dalam hal Desa tidak mengajukan ADD Triwulan III 

sampai dengan akhir bu.Ian Oktober, maka akan menjadi 

SILPA di RKUD. 

(9) Dalam hal Desa tidak mengajukan ADD Triwulan N 

sampai dengan minggu pertama bulan Desember, maka 

akan menjadi SILPA di RKUD. 

Pasal ..... 

Dlplndal diongen c.msc-
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( \ ) 1\111 a ll mr 11ynh11)rn 11 k1' 111h11II /\ 1>1> y11 11 ~ dlt11111 l11 ,111l11111 

hnl: 

u. dok\lmc11 prrn ,m,11111 pell 11 lut1111 r.l mv; 1l11 11 111 11 

dimnksud cl11l11 111 1'11 . 111 I ;i 11y11l (I I ll11ruf 11 1rl 11 II 

di tcrim11 ; 

b. sisa /\ DU di I? kcninH KuK De 11 111 hun 111w;1,11rn 11 

sebelum11yn ku ro nr, d11ri ntuu ornu dcrw,m• :l(YYn; cl s111 

c . terdopAl u sulnn clnrl Apurnt I' nguwn FunY, iorwl 

Dueruh . 

(2) Dula m ha l penundoan penya lura n ADD sehar;1irminu 

dimaksud dalam Pasal 13 aya t (2) herlangsung arnpai 

dengan berakhimya tahun anggara n, ADD tidak dap..it 

disalurkan lagi ke Rekening Kas Desa dan menjadi si5a 

ADD diRKUD. 

(3) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang 

bersangkutan mengenai ADD yang ditunda 

penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

paling lambat akhlr bulan November tahun anggaran 

berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam 

rancangan APBDesa Tahun Anggaran berikutnya. 

(4) Bupati menganggarkan kembali sisa ADD di RKUD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam Rancangan 

APBDesa Tahun Anggaran berikutnya sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 15 

(1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran ADD dalam 

hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran 

ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) 

huruf b, masih terdapat sisa ADD di RKD lebih dari 30% 

(tiga puluh per seratus). 

(2) Pemotongan penyaluran ADD sebagairnana dimaksud 

pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran ADD tahun 

anggaran berikutnya. 

BAB .. .. 

Dlplndal diongen c.msc-
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~ UUPATI SIMEUUJE, ~ 1 

Diundangkan di Sinabang 

pada tanggal 16 Februari 2021 M 
04 Rajab 1442 H 

SEKRETARIS DAERAH 

UPATEN SIM/E, 
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SERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2021 

NOMORS 
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I( n\ t n 

I ll 1:) 

I SIMWWE JTNGAH 

1 
l 

4 

5 
6 

s 

10 
11 
12 

13 -
1.4 - 15 
16 

" SALANG 

17 - 18 -----19 --20 --
21 - 22 --
23 -24 -25 
26 --27 -
28 

0-----

29 -30 --
31 --
32 -
Ill TEUPAH BARAT 
33 --
34 

c-
35 
36 ,_ 
37 
38 ,_ 
39 

I flllllt/lil ll• I' r 111ra11 0111111\I Im ulu 
N11111 nr "• T I\IIIIN JOI I 
1,111 1111,,1 w r h11111JI 1oi 1 M 

!M ll,1j ,1h IHI II 

r.11 11 C11<[1 p,.11 1111/ok,nl n d, n flnn rnn~n Rlnclan 

l\lnk,111 0 ,1110 Oc\,1 G llop Oe1a Dal m Kabup~t"n 
'ilm1111lu" h hun l\11111ia1,'" J OJ'I , 

RINCIAN ALOKASI DANA OESA (ADD) SETIAP DESA 
OALAM KA0UPATEN SIMEULUE 

TAHUN ANGGARAN 2021 

Nm 0 Alok ID I r Alok I Formula 
Paau Alokasl Dana Desa 

per•D.esa 

,., (d) (',} , .,. ,., • (j/ 

4.811.129.160 11.864.000 4. 954. 993. 760 

WEL WEL 303,917.280 3.887.000 307 .804.280 - ---
KI\MPllNG 1\1 328.1.83.680 6.434,000 334.617.680 - ---
ll\UR E 279.650,880 4.214.000 283.864.880 ---
l.l\MI\YI\NG 303.917 .280 4.600.000 308.S17.280 - - - - - - - ---
LAKUBI\NG 359.676.720 4.252 .000 363.928.720 ----- ---- -- -- ----
ll\MBI\VI\ 303.917.280 4.721.000 308.638.280 - - ------- - - - --- --
DIHIT 2 79.650.880 5.113.000 284. 763.880 - -.- -- -- ----
lATITlK 303,917.280 4.683.000 308.600.280 ----- --
WElll\NGKUM 303,917.280 4.329.000 308.246.280 - -KUTI\ BARU 303.917.280 3.292.000 307.209.280 - ·- -
SEBBE 279,650,880 4.315.000 283.965.880 -SUAK BARU 279,650,880 4.263.000 2B3.913.880 
LUAN SOREP 303.917.2B0 6.99B.000 310.915.2B0 
PUTRAJAYA 303.917.280 4.637.000 308.554.280 - -
LAUKE 359.676.720 6.709.000 366.385.720 
SITUFAJAVA 279 ,650.880 5.417.000 285.067.880 ---

4.842.996.960 89.791.000 4.932.781.960 

UJUNGSALANG 335.410.320 4.704.000 340.114.320 
PADANG UNOI 332.983.6B0 6.113.000 339.096.680 
NASREUHE 352.450.080 7.537.000 359.987.080 
MEUNAFA 308.717.280 7.654.000 316.371.2B0 
ALONG 303.917.280 5.482.000 309.399.2B0 
PANTON ll\WE 284.450,880 6.047.000 290.497.880 
MUTIARA 303.917.280 5.958.000 309.875.280 
TAMONJAVA 303.917.280 5.527.000 309.444.280 
KARYA BAKTI 311.143.920 6.614.000 317.757.920 
JAYABARU 279.650.880 6.765.000 286.415.880 
TAMENG 303.917.280 5,369.000 309.286.280 
LALLA BAHAGIA 279.650.880 4,632,000 284.282.880 
SUAKMANANG 279.650,8B0 3.267,000 282,917.880 
GANANG PUSAKO 279.650.8B0 3.420.000 283 ,070.880 
KENANGAN JAVA 279.650.880 4.177.000 283.827.880 
BUNGA 303.917.280 6.525.000 310.442.280 

5.484.964.320 106.298.000 5.591.262.3.20 
SILENGAS 303.917.280 6,323,000 310.240.280 
BUNON 279.650.880 4,780,000 284,430.880 
ANGKEO 328.183.680 7.801.000 335.984.680 
AWE SEUBAL 328.183.680 5.665.000 333,848.680 
LMYON 279.650.880 4.779.000 284.429.880 
INOR 328.183.680 6.S43.000 334.726.680 
SALUR LASENGALU 279.650.880 5,406.000 285.056.880 

Dlpindal dengan camScanner 
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No. Kec1m1t1n N1m1 Desi Alok11I D11ar Alokl•I Formula 
P11u Alok11I D•n• I\Hi 

per D 11 

/1/ /J) /JI ,., (\} (iii-,.,. j\J 

40 SALUR LATU N 279.650.880 4.805.000 18" ,w, 8Kll -41 SALUR 279.650.880 5.8)0.000 28 480 fl ilO - -
42 PULAU TEUPAH 

--
303.917.280 7.7!>0.000 311 67'.IB(l 

43 AWE KECIL-
.. -

·- - 328.183.680 4.207.000 l U ICJO f.ilO 
44 -- -- -

NAIBOS 311.143.920 s.!114 .000 ll6 fM 1H O 
45 ---- - - - - -

~NTIK 328.183.680 5.348.000 3 H HI fiEIO ·---- - -46 LEUBANG HULU , __ 311.143.920 6.555 .000 317 698 'l .l O -- ---- - -47 LEUBANG 303.917.280 6.907.000 110 8 4 280 -- - - -48 SITAL 303.917.280 5.131.000 011048 1110 ---- - - - - -49 MAUDIL 328.183.680 8.914.000 3'7 0'11 6110 - --------- --· - -- ----so NANCALA 279.650.880 4.030.000 18Ui808!10 
----- -- - - ---

IV SIMEULUE TIMUR 5.56J.l9J.J60 JJJ.4.SS.060 J.676.646.UO 

S1 SUAK BULUH 339.610.320 5.494 .000 .H\.104 U ll - -- -
52 AIR DINGIN 322 .817.280 8 .. 810.000 331 611.1110 - - --- - -
53 AMERIA BAHAGIA 311.143.920 1.935.060 313 018.CJSO ,_ -S4 SUKAJAYA 320.717.280 4.618.000 25 l ~ .180 

---ss SUKA MAJU 3S6.410.320 6.560.000 362 'l70 320 -S6 SUKA KARYA 369.010.320 8.878.000 377. 1188 uo 
,- -

57 SINABANG 3S6.410.320 3.269.000 59 67CJ.l 0 -58 AMAITENG MUUA 279.650.880 2.728.000 2112 . 78 880 
I--- - -

59 LUGU 335.410.320 S.979.000 341. 8'l. 10 ,___ -- --
60 SEFOYAN 335.410.320 6,301.000 3"1 .71\.UO ,___ -
61 GANTING 332.383.680 8.296.000 3<10.6 J') 6..110 ,____ -- -
62 KUALA MAKMUR 361.776.720 11.569.000 371.3 4-..U o - --
63 UJUNGTINGGI 311.143.920 7.415.000 318.5C.8 'l ?O 
'- ---

64 AIR PINANG 356.650.080 12.865.000 36'l. \ 5,.1.\BQ -
65 PULAU SIUMAT 311.143.920 7.651.000 118.79010 ----
66 KOTABATU 283.850.880 6.045.000 289.8'l't880 -- --
67 LINGGI 279.650.880 5.042.000 2!14.fi'l l.8110 

V TELUKDALAM J.036.5B6.JZO 64.B1B.000 J.J0J .4U.ll0 

68 BABUSSALAM 303.917 .280 4.635.000 .'INl.SS? l illl - -- 69 MUARAAMAN 279.650.880 S.541.000 lSS,\9\ ,8 0 -- ---
70 GUNUNG PUTIH 335.410.320 4,156,000 9. 1,6,. ) 0 --
71 LUGU SEBAHAK 335.4l0.320 5.6S6.000 .'l·H ,O .uo 

- KUALA BAKTI 279.650.880 3.155.000 281.SO! 880 72 --
73 BULU HADIK 279.650.880 7,758.000 281.4Nl 880 

-· '-
74 SAMBAY 303.917.280 8.173.000 3ll.090,?,0 

'--
LUAN BALU 303.917.280 10.222.000 14.1 'l. 8\l 75 - TANJUNG RAYA 303.917.280 7.00S.000 310,91 .l ilil 76 ..,___ 
KUALA BARU 311,143.920 8.577.000 'I .710,l)JO 77 - -

VI SIMEULUE BARAT 4.512.531.560 JJ7.7J6..000 4.6j,J.16i, S-~ 

328.183.680 19.737.000 
-

§O .!W l (l 
78 LAYABAUNG - SEMBILAN 400.743.120 14.931.000 41 ·r..uo 79 - SIGULAI 328.183.680 10.lS0.000 8. H 0 80 - -,___ 
81 SINAR BAHAGIA 303.917.280 6.874 ,000 10. 7~\. so -- LAMAMEK 328.183.680 6.789,000 H .911 0 82 - BATU RAGI 328.183.680 6.241 .QOO U .04 f.80 
83 - MALASIN 328.183.680 S.962.000 lU.14 ~() 84 - BABUL MAKMUR 303.917.280 S.779.000 09 6•) 2!1() 
85 - ---- AMABAAN 352.450.080 1B66.000 6 0\ . 0 
86 -- MITEUM 328.183.680 11.974.0QO .U tl \ 1 so 
87 - LHOK BIKHAU 279.650.880 5.S0,()00 2S . \'l il!IO 
88 ,_ 

UJUNG HARAPAN 303.917.280 7.552.000 .31\.4 .-.1110 
89 - SANGGIRAN 303.917.280 8.110.000 U017.2U 
90 - LHOKMAKMUR 303.917.280 14.329 000 l ltl H S liO 
91 

Dipindai dengar,CemS<:.....,,. 
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I 

N . 
l<t t m ' " " N11m1 Oeu l\lok11I D111r Alok11I Formula 

P11u Alohsl Dana Dest 
per-Den 

1~ .-
lfL ,,, (I/ (4/ ('>) /r1J, f•l• M ·- - -

1111 ll'Ul'Atl JUMMI 5.816.JJ4.080 116.195.000 S.991.429.080 
qJ ~t NtUBUK 311.14].920 8.196.000 319.339.920 
q 

I SUAK I AMAT AN 279.650.880 5.81.6.000 285.466.880 
•H Al US ALUS ' 312.101.280 303.917 .280 8.184.000 
qi; M f UJIALANG 279,650.880 5.327.000 284.977.880 
46 ULUL MAYANO 

,-- - -- - -303.917.280 4.314.000 308.231.280 g, - -- - - -K.t OUN llARU 303,917.280 6.662.000 310.579.280 
'J I! 

. ------ -
OADrGONO 328.183 .680 4.985.000 333.168.680 

gg . - - - --~-- -- -
IATIUNG 279.650.880 4.913.000 284.563 .880 

Hlll . -- - -· - -- . ----
PASIA flNGGI 303.917.280 5.806.000 309.723.280 

mt. - - - - -
I AOUIIAN JAVA 279.650.880 7.252.000 286.902.880 

llll 1~ ----- - --- - -- -----2iG::i83.880 I MUHAN BAJAU 279.650.880 6.833.000 
HU 

1~ -- - ·----·- - -
BlANG!.HIU 303.917.280 6.770.000 310.687.280 

1M - - --- - - - - --ANA AO 328.183.680 7.253.000 335.436.680 
1 'I - -- -- - ------

310.440.280 LATALINO 303.917.280 6.523.000 
100 

_ .. ___ -- - ---------
310.296.280 PUlAU DANGKALAI< 303.917.280 6.379.000 

10, LABUHAN BAKfl 
- -------

359.917.080 352.450.080 7.467.000 
IO!! lAAN\ JERNGE 

-
359.676.720 4.604.000 364.280.720 

HN fRANS MtRANfl -· 359.676.720 4.519.000 364.195.720 
'110 ---

315.635.920 fRAN~ llARU 311.143.920 4.492 .000 -VIII AIAMN 1.591.389.910 77,608.000 1. 668.991.910 
111 ltWAK 328.183.680 12.460.000 340.643.680 
112 IAMEAEM - -----

311.302.280 303.917.280 7.385.000 
ll 'J ntOKPAlJlt 

--,-
359,676.720 9.538.000 369.214.720 

11-1 !,[AMON-~- 303.917.280 7.099.000 311.016.280 ---- ----U 'l LANGI 303,917.280 10.107.000 314.024.280 --u r. lUllUK BAIK 359.676.720 12.253.000 371.929.720 -11 7 LHOKOALAM 303.917.280 8.340.000 312.257.280 -- ---rn, LMAkltA 328.183.680 10.426.000 338.609.680 
. 

'" rr uPAII rENQAH J.144.119.510 13.316.000 3.811.555.510 
1 IY MATANURUNG 301.517.280 7.567.000 309.084.280 -110 LASIKIN 357.276.720 6.847.000 364.123.720 --- 301 .517.280-U l LANTING 4.977.000 306.494.280 

BU~UNG INDAH- --U 2 333.010.320 S.303.000 338.313.320 
121 l(MtAO 277.250.880 8.321.000 285.571.880 
1211 \IMPANGABAIL 333.010.320 4.266.000 337.276.320 --175 ABAIL 277.250.880 4.800.000 282.050.880 
110 NANCAWA ___ 301.517.280 7.166.000 308.683.280 - --
121 LABUAH 277.250.880 4.566.000 281 .816.880 

1211 SUMUA 325.783.680 6.459.000 332.242.680 

u BATU-BATU 357.276.720 8.288.000 365.564.720 
1)0 SITU 8UI( 301.517.280 4.816.000 306.333.280 

X SIMI ULUI cur Z.1J0.JJ5.440 38.615.000 2.148.150.440 

IJ1 BUBUHAN 359.676.720 3.313.000 362.989.720 - --
I 1 AMARABU 359.676.720 6.073.000 365.749.720 

U1 kUTAINANG 328.183.680 3.741.000 331.924.680 

1 4 KUTA PADANG 328.183.680 4.819.000 333.002.680 

I 5 &IBULUH 359.676.720 5.7S3.000 365.429.720 
Ufi LATAKAYAH 335.410.320 4.086.000 339.496.320 
IJ7 BOR[NGAN 303.917.280 5.786.000 309.703.280 
ll!I UIUNO PADANG 335.410.320 5.044.000 340.454.320 

IUMLAH TOTAL 43.248.240.240 895.916.060 44.144.156.300 

~ abang, 16 Februarl 2021. 
I"' ~ .u, ... _ c3· ~ 

U HASIM 

Dlplndal diongen c.msc-


